BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GGARAI TIMUR
NOMOR : HK/ ©7A/2011
_ TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SAMBI RAMPAS

Mengingat

KABUPETERWGGARAITMURTAHUR 2011

BUPATI IIANGGARAI TIMUR,

bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan pelayanan
pendidikan sckaligus menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat
khususnya bidang pendidikan tingkat menengah atas, perlu
membentuk Sekolah Menengah Atas antara lain di Ngkodal, Desa
Compang Congkar, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten
Manggarai Timur;

bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur
tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sambi
Rampas Kabupaten Mannggarai Timur Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4031);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke
Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .

4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tgmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia omor 5234); '
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan Nasional
Tahun 2010-2014 dan perubahannya;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010
tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional
Tahun 2010-2014;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah; ,

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Manggarai Timur ( Lembaran Daérah Kabupaten
Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor
31)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 82);

Memutuskan :

KESATU : Membentuk Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sambi Rampas
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011, yang berkedudukan di
Ngkodal, Desa Compang Congkar, Kecamatan Sambi Rampas,
Kabupaten Manggarai Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ; 3
2. Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta ;
3. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di thm}g jdan /



